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ABSTRAK

(Mai Efendi, NPM: 171000474201013, Fakultas Hukum Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Dr. Aermadepa, SH, MH, Pembimbing
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan jenis moda transportasi darat
di Kota Sawahlunto, yang lebih banyak adalah penggunaan truk besar, tetapi sering
ditemui truk besar melintasi jalan dengan memiliki muatan yang berlebih. Hal ini
merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi truk. Sementara
Aturan tentang angkutan barang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 74 tahun 2014 yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor
22 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan
hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota
Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
angkutan jalan dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum oleh
kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
analisis dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Sumber data pada
penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto
terhadap pelanggaran muatan barang pada truk wilayah hukum Polres Sawahlunto
meliputi pencabutan surat izin mengemudi, penyitaan terhadap barang yang
berlebih dan bahkan pemberian denda. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam
penegakan hukum oleh satuan lalu lintas polres Sawahluto terhadap pelanggran
muatan barang pada truk adalah kurangnya personil polisi yang memiliki
pengetahuan lebih tentang penegakan hukum terhadp truk muatan berlebih,
kurangnya kemajuan teknologi (komputerisasi) dalam melakukan pengecekan
muatan barang saat berada di jembatan timbang. Serta kurang memadainya fasilitas
lapangan untuk penumpukan barang sitaan pada truk muatan berlebih di jembatan
timbang.
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